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a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan dan 
melaksanakan tugas-tugas aparat Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan kepada · masyarakat berdasarkan 
kehadiran, maka perlu diberikan insentif" berupa tambahan 
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan · Calon Pegawai 
NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu 
Sela tart; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2014 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 
Anggaran 2014. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang : 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR ~:2- TAHUN 2014 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 02 

TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2014 

PROVINS! SUMATERA UTARA 



i, 

-2- 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata . Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2014; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 33 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 33 Seri D Nomor 03); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 34 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan . (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 34 Seri D 
Nomor 04); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 35 Seri D 
Nomor 05); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 
4438}; 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 ten tang Pembentukan · 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri-Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedorrian Pengelolaan Keuangan Daerah; 

; 
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Pasal 5 
Kepala SKPD dapat menghentikan pemberian tambahan penghasilan apabila yang 
bersangkutan : 
(1) Dibebastugaskan darijabatan yang diembannya. 
(l.a) Apabila Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil tidak hadir 

tan pa keterangan dan/ atau persetujuan atasan langsung setelah Cuti 
Bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pembayaran atas Tambahan 
Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan. 

1. Ketentuan pasal 5 drubah, sehingga berbunyi sebagai berikut; 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 02 
Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai 
berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERUBAHA.N ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI ( NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN 1LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

I I ~ . 

MEMUTUSKAN : 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 36 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 36 Seri D Nomor 06); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 37 
Tahun] ~O 11 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Kelurahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 37 
Seri D .Nomor 07); 

' 18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 38 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamorig Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten 
Labuhanbatu Sela tan (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 38 Seri D Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 39 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 39 
Seri D Nomor 09); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 40 
Tahun 2011 tentang Organisasi clan Tata Kerja Sekretariat 
Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 40 Seri D Nomor 10); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 
2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15). 
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BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2014 
NOMOR .. 3!1- 

WTLDAN ASWAN TANJUNG 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera ran Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhan atu Selatan. 

-e: ; 

Pasal n 
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

(1.b) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1.a) adalah atas satu hari ketidakhadiran maka tambahan 
penghasilan pegawai untuk bulan yang bersangkutan tidak dibayarkan . 

(l.c) Apabila Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang 
bersangkutan tidak hadir pada hari kedua setelah cuti bersama maka 
tambahan penghasilan untuk bulan berikutnya tidak dibayarkan dan berlaku 
kelipatan secara terus menerus. 

(2) Karena sebab lain yang mengakibatkan pemberian tambahan penghasilan 
dihentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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